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ABSTRAK 

Judul Disertasi: POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM ERA 
PLURALISME 
(Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama 
Konfesional di Indonesia) 

Penulis Drs. Muh Saerozi, M.Ag. 

Penelitian politik pendidikan agama ini bertujuan untuk ( l) 
menemukan pola pendidikan agama yang sedang berlangsung di Indonesia, (2) 
menemukan akar historisnya, dan (3) menemukan rumusan teoretik 
pendidikan agama yang relevan dengan realitas kemajemukan. ,, 

Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian Steenbrink. Masalah 
pokoknya bukan lagi mencari akar keberadaan pendidikan agama di Indonesia, 
tetapi mencari akar historis PQla pendidikan agamanya. Perbedaan lainnya 
terletak pada upaya untuk memetakan kebijaksanaan pendidikan agama pada 
tiap-tiap penguasa kolonial di Nusantara. Hal itu juga berbeda dengan 
penelitian Aqib Suminto yang mengkaji politik Islam secara umum pada 
zaman Hindia Belanda dan berbeda dengan penelitian Ahmad Ramadhan 
yang mengkaji pendidikan Islam darisudut perkembangan kelembagaan. 

Penelitian yang berupaya mengetahui pola pendidikan agama dan 
proses kristalisasinya menggunakan pendekatan sejarah. Agar pencarian 
maknanya relevan dengan tujuan penelitian yang sarat etik kemanusiaan, maka 
penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatisme meta etik. .v 

Temuan pertama penelitian ini, kebijaksanaan pendidikan agama 
yang sedang berlangsung di Indonesia berpola konfesionaL Maksudnya, 
negara memberikan legitimasi pendidikan agama untuk meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan subjek didik pada setiap agama. 

Temuan kedua, kebijaksanaan pendidikan agama konfesional 
mempunyai akar sejarahnya dalam kebijaksanaan segregasi fisik terhadap 
pemeluk agama yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kolonial. Proses 
perubahannya tampak dalam penggantian kebijaksanaan segregasi fisik 
dengan desegregasi yang disertai pengijinan pendidikan agama di sekolah 
pemerintah. 

Temuan ketiga, kebijaksanaan Portugis dan VOC terhadap Kelompok 
Keyakinan Minoritas berpola dominasi. Kebijaksanaan Pemerintah Hindia 
Belanda berpola penerlantaran terhadap mereka. Indonesia pascamerdeka 
berupaya menciptakan kebijaksanaan pendidikan agama yang lebih ideal, 
tetapi fenomena kolonial yang mendominasi atau menerlantarkan Kelompok 
Keyakinan Minoritas masih terjadi 

Temuan keempat, Indonesia memerlukan kebijaksanaan pendidikan 
agama yang memberdayakan Kelompok Keyakinan Minoritas, sehingga 
negara bersih dari pola dominasi atau penerlantaran. Pola pemberdayaan ini 
diusung dari kon~ep "pluralisme agama konfesional". 
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,,. . 
~\ ditulis Umayyah. 

Ill. Ta' Marbutah di Akhir Kata 
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V. Vokal Panjang 

A panjang ditulis a, i panjang ditulis T, dan u panjang ditulis U. 

VI. Vokal Rangkap 
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IX. Huruf Besar 
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X. Kata dalam Rangkaian 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pluralitas agama di Indonesia merupakan kenyataan historis yang tidak 

dapat disangkal oleh siapa pun. Format pluralitas yang menguat melalui proses 

sejarah dengan berbagai dimensinya dipahami mempunyai keunikan jika 

dibanding dengan pluralitas yang terjadi di negara-negara lain. Atas dasar 

pluralitas itu, maka Indonesia tidak mengambil bentuk "negara agama" yang 

mendasarkan diri pada agama tertentu. Ia juga tidak mengambil bentuk "negara 

sekuler" yang memisahkan agama dari urusan negara Indonesia membentuk diri 

sebagai "negara Pancasila". Ia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Di 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menurut Ahmad Sukardja, "negara tidak 

identik dengan agarna tertentu, tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari 

urusan negara". 1 

Keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia diberi dasar dalam UUD 

1945, baik pada pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya Sila pertama 

Pancasila dan bah XI UUD 1945 yang berjudul "agarna" merupakan landasan 

konstitusionalnya Secara substansial, keterkaitan itu tercermin dalam tiga hal, 

yaitu (1) negara menjamin kemerdekaan bagi warga negara untuk memeluk 

agama; (2) negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk beribadah; dan (3) 

1Abmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian 
Perbandingan tentang Dasar-Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta: 
UI Press, 1995), hlm. 146. 
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negara mengakui agama sebagai bagian hak asasi yang inhern bagi warga 

negaranya. 2 

Pada perspektif pluralitas, negara Indonesia secara fungsional tidak 

diposisikan sebagai tujuan pragmatis-utilitarianis seperti dalam pemikiran 

Machiavelli yang mengilhami fasisme Italia di bawah Mussolini dan Naziisme 

Jerman di bawah Hitler dengan watak totaliter. Indonesiajuga tidak dimaksudkan 

sebagai cerminan teori Thomas Hobbes yang menyatakan negara sebagai 

leviathan dengan sifat machtsstaat. 3 Ia meskipun diposisikan sebagai sarana, 

bukan merupakan kendaraan suatu golongan untuk menguasai golongan lain 

seperti yang dilakukan oleh kaum Marxis-Leninis. Sebaliknya, negara bukanlah 

hanya difungsikan sebagai sarana untuk mengatur "lalu lintas politik" 

(nachtwakerstaat) warga negara sebagaimana dilakukan oleh mereka yang 

berfaham liberalisme. Indonesia lebih mendekat pada visi welvaarsstaat yang 

mendudukkan negara dengan tiga karakter. Pertama, negara hanya sebagai sarana 

untuk me~judkan kesejahteraan bagi rakyatnya Kedua, kekuasaan negara, 

bagaimanapun besarnya bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai 

tujuan. Ketiga, kekuasaan negara juga digunakan secara optimal untuk memenuhi 

kepentingan bersama 4 

Tiga karakteristik welvaarsstaat itu tercermin dalam empat tujuan yang 

dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam 

2Saafroedin Bahar, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2002), hlm. 14 9. 
3 Alnnad Suhehni, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001 ), 

hhn. 132-133, 139, 165. 
4Saafroedin Bahar, Konteks, hlm. 106-113. 
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pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 

(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) 

memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, 

perdamaian aha.di, dan keadilan sosial. 5 

Inklusif dalam tujuan tersebut adalah pengakuan negara bahwa dirinya 

mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap agama sebagai realitas kehidupan 

bangsa dan bagian sentral dari kesejahteraannya. Di antara kewajiban itu adalah 

(1) memberikan perlindungan hukum terhadap umat beragama, (2) memberikan 

perlindungan keamanan bagi umat beragama, (3) membantu fasilitas dan 

kemudahan bagi warga negara untuk menjalankan perintah agamanya, (4) 

mendorong umat beragarna dalam meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketakwaan, dan (5) menjaga kerukunan hidup antar dan intern umat beragama. 

Guna menunaikan sebagian dari kewajiban-kewajiban itu maka penjelasan 

UUD 1945 menegaskan secara substansial, "Oleh karena itu, Undang-undang 

Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain 

penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan 

memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur". 6 

Pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh 

cita-cita moral yang luhur tentu tidak dapat dilepaskan dari usaha pembinaan dan 

pengembangan kehidupan beragama bangsa Indonesia Di sini terletak tanggung 

jawab pemerintah dan para penyelenggara negara untuk menegakkan eksistensi 

5Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 setelah Amandemen Kedua tahun 2000, (Jakarta: 
Penerbit Sinar Grafika, 2001), hlm. 1. 
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agama dan kehidupan beragama rakyatnya Eksistensi agama dan kehidupan 

beragama hanya dapat ditegakkan dengan sarana pendidikan agama, sehingga ia 

diposisikan sebagai bidang studi wajib di lembaga-lembaga pendidikan formal. 7 

Sifat wajib pendidikan agama tersebut masih dikuatkan dengan polanya yang 

confessional. 8 

Konfesionalitas kebijaksanaan pendidikan agama di Indonesia tampak 

unik jika dibandingkan dengan konfesionalitas di negara teokrasi, seperti Saudi 

Arabia maupun konfesionalitas di negera sekuler, seperti Amerika. Bagi negara-

negara bekas jajahan, keunikan itu -meminjam pendapat Sharom Ahmad -- tentu 

tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah kebijaksanaan pendidikan 

pemerintah kolonial. 9 Pada ranah pendidikan agarna, keunikan itu bahkan tidak 

dapat dilepaskan dari pengaruh historis kebijaksanaan pemerintah kolonial 

6lbid., blm. 22. 
7Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (Himpunan Peraturan 

Perundang-Undangan tentang Pendidikan Nasional: (Perguruan Agama Islam), (Jakarta: Dirjen 
Binbaga Islam, 1999/2000), blm. 15. (pada pernyataan di atas sekaligus tersirat makna politik 
pendidikan agama. Ia merupakan endapan dari politik negara di bidang pendidikan dan agama. 
Bandingkan: Kartini Kartono, Tinjauan PolitikMengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa 
Kritik dan Sugesti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 28. 

8Istilah confessional religious education laziin diartikan dengan pendidikan agama yang 
bertujuan untuk menanamkan rasa keimanan dalam diri subyek didik terhadap suatu agama 
tertentu. Basil Moore, "The Nature of Religious Education", dalam Graham R. Rossiter (ed.), 
Religious Education in Australian School (Canberra: Curriculum Development Centre, 1981 ), hlm. 
160. Pola sebaliknya laziin disebut dengan non-confessional religious education. Maksudnya 
adalah pendidikan agama yang tidak bertujuan untuk menanamkan rasa keimanan terhadap agama 
tertentu, tetapi untuk membantu subyek didik agar secara peka menyadari adanya berbagai 
kepercayaan yang diyakini oleh kelompok-kelompok dalam masyarakatnya. Ibid., hlm. 5. Pada 
konteks yuridis di Indonesia pola confessional tampak dalam penjelasan UUSPN Pasal 28 Ayat 2, 
"Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan 
agama peserta didik yang bersangkutan". Himpunan Peraturan, hlm. 38. 

9Sharom Ahmat dan Sharon Siddique, "Introduction", dalam Sharom Ahmad dan Sharon 
Siddique (eds.) Muslim Society, Higher Education, and Development in Souththeast Asia, 
(Singapore: ISERS, 1987), hlm. 7. 
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Belanda terhadap agama dan budaya yang dinilai masih lebih moderat 

dibandingkan rekan-rekan kolonialnya. 
10 

Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap secara sistematik akar historis 

konfesionalitas sistem pendidikan agama di Indonesia tersebut. Kerangka studi 

yang digunakan -meminjam pendapat Muchtar Buchori adalah "fundasional 

historik-politik". u Dikategorikan fundasional, karena obyek kajiannya bermuara 

pada sesuatu yang mendasari segenap praktik pendidikan agama yang 

dilaksanakan di Indonesia. Wujudnya adalah pola pendidikan agama konfessional 

sebagaimana diatur dalam UUSPN yang ditetapkan sebagai acuan lebih rinci 

untuk melaksanakan konstitusi paling dasar di Indonesia, yaitu Pancasila dan 

UUD 1945. Pendekatan historik diaplikasikan dalam penelitian ini, sebab 

muaranya menyentuh dimensi waktu lampau. 12 Lingkupnya adalah kebijaksanaan 

politik kolonial yang berkaitan dengan percaturan pluralitas agama. Hanya saja, 

ia bukan dimaksudkan secara penuh untuk mendeskripsikan semua perkembangan 

sosial keagamaan, melainkan diperankan secara spesifik untuk mengklarifikasi 

munculnya pola konfessionalitas sistem pendidikan agama di Indonesia Adapun 

10Belanda menerapkan politik asosiasi yang d.inilai masih lebih moderat dibandingkan 
dengan Perancis yang menghendaki terjadinya kesatuan ikatan kuat kenegaraan dan kebudayaan di 
wilayah koloninya. Pola kebijaksanaan moderat juga tampak jika dibandingkan dengan Portugis 
dan Spanyol dalam hal upaya pewarisan bahasa dan agama pada rakyat koloni. Sebagaimana 
Portugis maupun Spanyol, pemerintah kolonial Belanda berkeinginnan mewariskan bahasa dan 
agama, tetapi relatif masih memberi tempat bagi kebudayaan pribumi. Aqib Suminto, Politik Islam 
Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 40-41. 

11Muchtar Buchori, Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: 
IK.IP Muhammadiyah Press, 1994), hlm. 20. 

12Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), 

hlm. 14, 33. 
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dikategorikan politik, karena problematiknya melibatkan peran negara terhadap 

pendidikan. 13 

Menyimak fenomena politis dan akademis kependidikan yang sedang 

berkembang, maka penelitian ini tampak sangat aktual. Polemik mengenai 

pendidikan agama di sekolah masih berlangsung gencar. Hal ini dapat disimak 

dari munculnya tiga peta pemikiran yang saling berpolemik. Satu pihak 

menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah sangat urgen, tetapi aturan 

sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional dinilai geraja sebagai ganjalan, dan mengurangi hak untuk agama dan 

kehidupan beragama 14 Pihak lain menyatakan bahwa pendidikan agama yang 

sesuai dengan agama siswa dan disampaikan oleh guru yang seagama merupakan 

kebijaksanaan yang tepat dan konstitusional di Indonesia 15 Kalangan Muslim 

tampak sepakat dengan cara berpikir ini. Sedangkan pihak ketiga -seperti 

disuarakan oleh Francis Wahono-secara keras menyatakan ketidaksetujuannya 

terhadap siar dan dakwah agama melalui sekolah formal. 16 

Muchtar Bukhori menyatakan, sampai tahun 1994 kegiatan penelitian 

pendidikan Islam masih terfokus pada problem operasional yang maknanya adalah 

didaktik metodik. Masalah-masalah fundasional dipahami sebagai terra 

incognita. 17 Azyumardi Azra pada bukunya yang terbit tahun 1999 masih juga 

13Kartini Kartono, Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: 
Mandor Maju, 1990), hlm. 19. 

14Eko Budi Susilo, Gereja dan Negara: Hubungan Gereja Katolik Indonesia dengan 
Negara Pancasila, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 8. 

15 "Sangat Sensitif, pasaI 13 RUU Sisdiknas", SuaraMerdeka, 21 Maret, 2003, hlm. VI. 
16Francis Wahono, Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetensi dan Keadilan, 

(Y ogyakarta: Insist Press, 200 l ), hlm. 117. 
17Muchtar Buchori, Penelitian,, hlm. 21. 
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menyatakan, bahwa kajian kependidikan Islam merupakan bidang yang belum 

tergarap secara serius dalam studi Islam secara keseluruhan. Kajian kependidikan 

Islam masih memerlukan lebih banyak kajian historis analitik-konsekuensial 

sebagaimana dilakukan Karel A. Steenbrink dalam buku Pesantren Madrasah 

Seknlah. 18 

Aktualitas penelitian ini semakin tampak jika dikaitkan dengan fenomena 

politik, kependidikan, dan keagamaan yang tengah terjadi di Indonesia. Misalnya 

kontroversi dalam pembahasan RUU Sisdiknas 2003 tentang hak peserta didik 

untuk mendapatkan pendidikan agama yang harus diajarkan oleh pendidik yang 

seagama 19 Hasil arnandemen UUD 1945 yang tidak mengubah pasal 29 tentang 

agama setelah melalui tarik-ulur, dan Perubahan pasal 31 UUD 1945 tentang 

pendidikan. Hal-hal tersebut menguatkan tekad penulis untuk terns mengkaji dan 

mengkonstruk teori di seputar tema di atas. 

1. 2 Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang masalah tersebut, melalui penelitian ini akan 

dijawab beberapa persoalan, yaitu (1) pola pendidikan agama bagaimanakah yang 

berlaku di Indonesia ?, (2) kebijaksanaan politik kolonial bagaimanakah yang 

melatarbelakangi terbentuknya pendidikan agama konfesional itu ?, dan (3) 

kebijaksanaan pendidikan agama bagaimanakah yang relevan dengan 

kemajemukan agama di Indonesia? 

18 Azyumardi Azxa, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modemisasi Menuju Milenium Baru, 
(Jakarta: Logos, 1999), hlm. 89. 

19"Penyiapan RUUSPN", Bulletin Balitbang Depdiknas, 2002, hlm. 4. 
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1. 3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk (I) mengetahui pola pendidikan agama yang 

sedang berlaku di Indonesia, (2) menemukan akar terbentuknya sistem 

pendidikan agama konfesional pada lembaga pendidikan formal di Indonesia, dan 

(3) membangun konsep kebijaksanaan pendidikan agama yang relevan dengan 

visi religiusitas dan realitas kemajemukan di Indonesia 

1.3.2 Kegunaan 

Hasil penelitian ini secara ilmiah diharapkan dapat menambah wacana 

teoretik tentang pendidikan agama di Indonesia W acana tersebut berkisar pada 

teori ten.tang pola pendidikan agama yang relevan dengan visi religiusitas dan 

realitas kemajemukan di Indonesia Adapun dari aspek sosial diharapkan dapat 

memberikan in put yang signifikan pada pemegang kebijaksanaan pendidikan 

agama di Indonesia di masa sekarang dan mendatang. 

1. 4. Telaah Pustaka 

Para sarjana sosiologi seperti Durkheim maupun Bellah menyebut agama 

sebagai "the prime force in the creation and maintenance of social 

integration "20 Menyimak peran agama terhadap masyarakat seperti itu, maka 

20Peran integratif agama terhadap gejala sosial dapat dilihat dari tiga sisi; pertama, 
melalui sisitem kepercayaannya yang dapat memberi dorongan dasar pada nilai sosial dan 
individual; kedua melalui ritualnya yang berulang-ulang, dapat menguatkan identifikasi dan 
komitmen pada nilai-nilai ini; ketiga, melalui sistem pahala dan siksanya yang abadi dapat 
menolong untuk menjamin perwujudan dan pemeranan nilai dan perilaku. Charles Y. Glock dan 
Rodney Stark, Religion and Sociery in Tension, ( Chicago: Rand Mc. Nally & Company, 1973), 
him. 171. 
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Coward menyatakan pluralisme sebagai challenge to world Religion. 21 Pluralisme 

disebut sebagai "tantangan" sangat relevan, karena ia --menurut Nurcholish 

Madjid --sebagai suatu sistem nilai yang mendorong manusia ke dalam dua 

perilaku, yaitu (1) agar mereka memandang positif-optimis terhadap 

kemajemukan, dan (2) agar mereka dapat menerima kemajemukan sebagai 

kenyataan serta berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. 
22 

Prinsip-.prinsip tersebut sampai sekarang -disinyalir oleh Komarudin 

Hidayat --masih merupakan tugas berat bagi subyek pluralisme dunia, yaitu 

Nasrani, Islam, Hindu, dan Budha 23 Ditegaskan Amin Abdullah, bahwa beratnya 

tugas itu bukan disebabkan oleh normativitas agama, melainkan lebih terletak 

pada sisi historisitas di seputar pemeluknya 24 

Dari sisi historisitas, agama-agama subyek pluralisme dipeluk oleh warga 

dunia dalam negara-negara yang mempunyai ragam sistem politik. Secara teoretik 

maupun praksis pilihan sistem politik suatu negara berimplikasi signifikan pada 

eksistensi suatu agama, kehidupan umat beragama, pola pergumulan 

"kemajemukan" antarpemeluk agama, pola hubungan pemeluk agama mayoritas 

dan minoritas, serta pola hubungan antara kelompok keyakinan dominan terhadap 

kelompok keyakinan minoritas yang bernaung di dalamnya 

21Harold Coward, Pluralisme Tantangan bagi Agama-Agama, terjemahan Bosco 
Carvallo, (Y ogyakarta: Kanisius, 1994 ), him. 5. 

22Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang 
Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 
1992), hlm. Ixxv. 

23Komarudin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan Perspektif 
Filsafat Perennial, (Jakarta: Yayasan WakafParamadina, 1995), him. 125, 127. 

24M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas ?, (Yogyakarta, 
PustakaPelajar, 1995),hlm. 15. 
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Pada pentas dunia dikenal adanya dua sistem politik ekstrim yang 

menegaskan pola hubungan antara negara dan agama. Pertama, pola hubungan 

integratif seperti diklaim oleh sebagian besar pemikir politik Islam. Produk 

pemikirannya tampil dalam bentuk ''negara agama". Kedua, pola hubungan yang 

memisahkan antara negara dan agarna sebagaimana direpresentasikan dalam 

pemikiran Barat Kristen modem. Produk pemikirannya tampil dalam bentuk 

"negara sekuler". 25 Munculnya negara seperti Indonesia menambah varian ketiga 

yang bersifat "kompromis" terhadap pola hubungan antara negara dan agama. 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam membentuk diri sebagai 

"negara Pancasila". Ia tidak identik dengan agarna tertentu meskipun mayoritas 

penduduknya beragama Islam, tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari 

urusan negara Tingkat kedekatan agama dan negara di Indonesia secara 

konstitusional sangat tergantung pada religiusitas para penyelenggaranya. 26 

Implikasi dari masing-masing sistem politik tersebut tampak dalam 

bentuk kebijaksanaan nasional menyangkut nasib kehidupan agama dan para 

pemeluknya di masa sekarang dan mendatang. Salah satu bagian urgen dari 

kebijaksanaan suatu negara adalah tentang sistem pendidikan nasional dan 

pendidikan agama 

25Zainuddin Maliki, Agama Rakyat Agama Penguasa, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), 
hlm. 3. 

26Abmad Sukardja, Piagam, him. 146. Para ahli tata negara di Indonesia akhir-akhir ini 
menyadari side efect dari konstitusi ini. Mahfudz MD sebagaimana dikutip Sobirin Malian menilai 
bahwa teks penjelasan UUD 1945 yang menyebut hal itu terlalu polos dan husnuzan, karena lebih 
menggantungkan kebaikan negara pada semangat penyelenggara negara. Menyimak pada realitas 
kekuasaan yang berpotensi "korup", maka ia mengusulkan perlunya pembatasan-pembatasan 
kekuasaan yang tegas dalam UUD 1945 dan tidak dapat diperluas dengan kehendak penguasa 
sendiri. Menurutnya UUD barns badir dengan kecurigaan (Suuzan) kepada siapapun yang 
berkuasa. Sobirin Malian, Gagasan perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, (Jakarta: UII 
Press, 2001), him. 8. 
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Jika Kneller secara um.um berteori bahwa antara tatanan politik suatu 

bangsa dan sistem pendidikan terjadi mutually reinforcing,21 demikian pula pada 

pendidikan agama yang realitasnya diupayakan oleh setiap komunitas beragama 

di Indonesia 28 Pada ranah politik, pemerintah Indonesia tidak dapat mengabaikan 

historisitas tumbuhnya semangat keberagamaan yang mengristal dalam bentuk 

praktik penyiaran agama melalui lembaga pendidikan dan pendidikan agama di 

lembaga-lembaga pendidikan formal. Aplikasi model konfesional -dalam 

pandangan Haims Salim -- merupakan jawaban politis29 dari upaya menguatkan 

timbal balik politik dan pendidikan agama yang sudah mengakar dalam tiap-tiap 

kelompok masyarakat beragama 

Sesuai kerangka studi yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang 

masalah, maka tingkat validitas ilmiah keberadaan "akar historis" kebijaksanaan 

pendidikan agama konfesional -yang bersentuhan lansung dengan problem 

pluralisme -- akan teruji melalui penelitian ini. Adapun keasliannya dapat disimak 

dari beberapa penelitian tentang pendidikan agama yang dilakukan sebelumnya 

Penelitian yang menjelaskan secara sistematik akar historis keberadaan 

pendidikan agama di lembaga pendidikan formal pemah dilakukan Steenbrink. Di 

antara kesimpulannya, bahwa dorongan positif pemerintah pascakemerdekaan 

terhadap penghayatan agama, terutama di bidang pendidikan, merupakan 

27George F. Kneller, "Political Ideologies", dalam George F. Kneller (ed.), Foundations 
of Education, (New York: John Wiley & Sons, 1983), blm. 128. 

28Di sinilah dapat dilihat esensi dari istilah "politik pendidikan" dan "politik pendidikan 
agama". Ia didefinisikan sebagai endapan dari politik negara, peajabaran dari tradisi bangsa dan 
nilai-nilai, dan sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan. Kartini 
Kartono, Tirifauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: beberapa Kritik dan Sugesti, 
(Jakarta: PradnyaParamita, 1997), blm. 28. 

29Hairus Salim Hs, "Pendidikan Agama dan Toleransi Beragama", dalam Lektur, Seri V, 
19%, htn. 23. 
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pengembangan dari keikutsertaan pemerintah kolonial dalam masalah agama yang 

pada mulanya hanya bersifat adminsitrasi dan pengawasan keamanan". 30 Ia 

menyatakan pula, "Sebagian kecil (kurang dari setengah persen) sekolah yang 

dibayar gouvernement juga memberikan pelajaran agama Islam beberapa jam per 

minggu. Keinginan Departemen Agama adalah mengubah dan memperbaiki 

keadaan ini". 31 

Aqib Suminto dalam disertasinya membahas tentang pendidikan, tetapi 

fokus kajian sebenarnya tentang politik Islam kolonial. Salah satu kesimpulannya 

menyebutkan bahwa kebijaksanaan pendidikan kolonial berkaitan langsung 

dengan penciptaan ketertiban dan keamanan demi kelestarian penjajahan.32 

Ahmad Ramadhan menulis tesis berjudul, The Place of Islamic Education 

in The National Educational System in Indonesia. Permasalahan pendidikan 

agama disentuh, tetapi ia lebih memfokuskan kajian pada perkembangan sistem 

kelembagaan. 33 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan Steenbrink, Aqib Suminto 

maupun Ahmad Ramadhan yaitu sisi sejarah yang berkisar pada pendidikan Islam. 

Hanya saja lebih dekat dengan Steenbrink, yaitu pencarian akar historis 

pendidikan agama di lembaga pendidikan formal. 

Perbedaan penelitian ini dengan kajian Steenbrink di antaranya sebagai 

berikut. Pertama, kajian Steenbrink lebih terfokus pada keberadaan pendidikan 

31lKarel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah &kolah: Pendidikan Islam dalam Kurun 
Modem, terjemahan Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman., (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 86. 

31 Steenbrink, Pesantren, hlm. 89. 
32Aqib Swninto,Politik, hlm. 49-78. 
33 Ahmad Ramadhan, The Place of Islamic Education in National Educational System in 

Indonesia (Leiden: Leiden University, 1998) hlm. Iv. 



13 

agama di lembaga pendidikan formal, sedangkan penulis mencari akar historis 

kebijaksanaan pendidikan agama yang berpendekatan konfesional di lembaga 

pendidikan formal. Kedua, fenomena pendidikan agama yang diteliti Steenbrink 

kira-kira 15 tahun sebelum lahimya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,34 sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan sebagian merupakan upaya menjawab secara historik polemik 

terhadap pasal 28 ayat 2 UUSPN atau pasal 13 RUU Sisdiknas 2003.35 Ketiga, 

penelitian penulis berpijak pada teori progresivitas gerak sejarah. 36 Asumsi 

historis sebagai pangkal tolaknya adalah kebijaksanaan politik segregasi 

antarpemeluk agama yang dilakukan pemerintah kolonial sebagai kelanjutan dari 

penegasan segregasi fisik voe terhadap pola hubungan masyarakat majemuk 

sebelumnya. 37 

Dilatarbelakangi oleh kedekatan fungsional antara kebijaksanaan 

pendidikan agama dengan kerukunan hidup umat beragama, penulis menggunakan 

teori yang dapat dijadikan pisau analisis terhadap "kebijaksanaan nasional 

terhadap agama". Penerapan teori ini sekaligus menjadi pembeda yang keempat 

dengan tulisan Steenbrink. 

Teori yang penulis sebut dimaksudkan untuk melihat perkembangan 

tipologi "kebijaksanaan nasional" terhadap masyarakat yang majemuk, sehingga 

34Buku Pesantren Madrasah Sekolah merupakan terjemahan dari disertasi Steenbrink 
yang dipertahankan di Universitas Katolik Nijmegen pada bulan Juli 1974. Ibid., him. Viv-xiii. 

35Polemik tersebut telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah. 
36Teori sejarah ini menjelaskan bahwa dalam panggung sajarah kemanusiaan terdapat 

suatu garis yang menaik dan meningkat menuju ke arah kemajuan dan kesempurnaan. (Imam 
Barnadib, Arti dan Metode Sejarah Pendidikan, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FlP-IKlP 
Yogyakarta, 1982), him. 26. 

370nghokham, " Pluralisme Agama dalam Perspektif Sejarah", dalam Th. Sumartana 
(ed.), Dialog Kritik dan Identitas Agama, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, I 994), him. 155. 
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dapat ditemukan tipe kebijaksanaan ideal untuk pola pendidikan agama Frederik 

M. Wirt 38 dan Ricardo L. Garcia 39 sebagai penulis teori ini tidak mengaitkan 

langsung dengan kebijaksanaan terhadap kemajemukan agama Fenomena yang 

dipotret Wirt adalah hubungan antara kelompok etnik minoritas berhadapan 

dengan kelompok etnik dominan dalam sistem kebijaksaan sekolah di Eropa. 

Adapun teori Garcia disusun atas dasar fenomena kebijaksanaan terhadap 

hubungan antaretnik di Amerika 

Menurut hemat penulis, meskipun kedua teori tersebut lahir dari fenomena 

etnisitas, tetapi dapat digunakan pula sebagai pisau analisis untuk fenomena 

interaksi kemajemukan keagamaan. Hal ini dapat disimak dari kesetujuan Wirt 

terhadap pendapat Schermerhorn ten.tang unsur-unsur suatu kelompok etnik. 

Menurutnya, ethnic group adalah: 

"kolektifitas dalam suatu masyarakat lebih besar yang mempunyai nenek 
moyang, kenang-kenangan tentang masa lalu historis bersama dan suatu 
fokus kultural yang sifatnya riil atau dugaan pada satu atau lebih elemen 
simbolik yang didefinisikan sebagai kualitas dari "people hood" mereka 40 

Ditegaskan bahwa afiliasi agama merupakan salah satu elemen simbolik 

yang melekat dalam kelompok etnik, di samping pola-pola kekerabatan, 

kedekatan fisik, bahasa, afiliasi suku, kebangsaan, ciri-ciri genotip, atau setiap 

kombinasi dari semua ini. 41 

Garcia mendefinisikan etnisitas sebagai berikut: 

38Frederick M. Wirt, "The Stranger Within My Gate: Ethnic Minorities and School Policy 
in Europe", dalam Philip G. Altbach, Robert F. Arnove &Gail P Kelly (eds.), Comparative 
Education, (New York: Macmillan Publishing Co., Inc, 1982), hlm. 119-133. 

3Tucardo L. Garcia, Teaching in a Pluralistic Society: Concept, Models, Strategies (New 
York: Harper& Row, 1982), hlm. 37-58. 

40Wirt, "The Stranger", dalam Philip G. Altbach, RobertF. Arnove & Gail P Kelly (eds.), 
Comparative, hlm. 120. 

41 /bid. 
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''nilai-nilai, persepsi-persepsi, perasaan-perasaan, asumsi-asumsi, dan 
karakteristik-karakteristik fisik yang dikaitkan dengan afiliasi atau 
keanggotaan kelompok etnik. Hal ini mempengaruhi "sense of space" dan 
rasa memiliki terhadap suatu kelompok etnik. 42 

Unsur nilai, persepsi, dan perasaan sangat terkait dengan agama, sehingga 

Garcia menegaskan bahwa "suatu kelompok etnik, sebagaimana kelompok budaya 

manusia, diidentifikasi dengan ras, agama, atau asal kebangsaan. Ia 

mencontohkannya dengan fenomena Y ahudi di Amerika yang diidentifikasi 

dengan agama. Ras Cina yang diidentifikasi dengan non-Kristen, dan WASP 

(With, Anglo-Saxon Protestant) yang diidentifikasi sebagai pemeluk agama 

Protestan. 43 

Penjelasan tersebut menggiring pada suatu pandangan bahwa agama dapat 

dijadikan karakteristik etnisitas, meskipun tidak mutlak. Fenomena semacam ini 

bukan hanya ada di Amerika, tetapi terjadi pula di Malaysia Menurut 

perlembagaan Malaysia, seseorang disebut Melayu apabila beragama Islam, 

bertutur dengan bahasa Melayu, dan mengamalkan adat-istiadat orang Melayu. 44 

Fenomena lekatnya agama dalam identitas etnik terjadi pula di Indonesia 

Misalnya, fenomena suku Batak Toba sangat lekat dengan Huria Kristen Batak 

Protestan (HK.BP) sebagai identitas mereka. HK.BP sebagai identitas bukan hanya 

dicari oleh orang Batak di mana pun meraka berada, melainkan -menurut 

Siahaan-- mereka melakukan ritus agama dan kontak kultural di dalamnya 45 

42Garcia, Teaching, him. 37-58. 
43/bid., him. 33. 
44Ismail Hamid, Masyarakat dan Budaya Melayu, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka, 1991), him. 5. 
45Hotman M. Siahaan, "Persekutuan Agama dan Budaya Orang Batak Toba: Kasus 

HKBP, Prisma, No.2 Februari 1979, tahun VllL him. 25. 
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Fenomena lekatnya agama dan etnik terlihat pula pada masyarakat Aceh, 

Minangkabau, dan Madura yang mengidentifikasi diri dengan Islam. Masyarakat 

Flores dengan identifikasi Katolik. Masyararakat Bali dengan identifikasi Hindu. 

Adapun suku Jawa sebagai penduduk terbesar di Indonesia mempunyai 

identifikasi keagamaan yang khas 46 

Fenomena kedekatan agama dan etnik seperti itulah yang mendorong 

penulis untuk menerapkan teori Wirt dan Garcia secara hati-hati dalam penelitian 

ini. Menurut Suyata, 47 tipologi yang dikemukakan oleh Wirt dapat digunakan 

untuk pemetaan kondisi hubungan antar kelompok yang lebih luas, seperti dalam 

konteks sosial, ekonomi, prestise sosial, dan politik. Adapun teori Wirt yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1. Tipologi Kebijaksanaan Nasional tentang Sosialisasi dan Kontrol 

Kelembagaan terhadap Minoritas 48 

Penerimaan 
Minoritas terbadap 
Nilai-Nilai Dominan 

Tinggi 

Rendah 

Kebijaksanaan Nasional - Partisipasi Struktural 

Dirangkul 

Asimilasi 

Pluralisme kultural 

Diisolasi 

Isolasi 

tersosialisasi 

Kolonialisme 

46Ciri kbas ini dapat dibaca dalam tulisan, M.C. Ricklefs, "Islamization in Java: 
Fourteenth to Eighteenth Centuries'', dalam Ahmad Ibrahim (eds.), Reading on Islam in Southeast 
Asia, (Singapore: ISEARS, 1985), him. 36-40), Karel A. Steenbrink, Mencari Tuhan dengan 
Kacamata Barat, (Y ogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 40-41. 

47Suyata, Pendidikan Multikultural dan Reintegrasi Nasional: lmplikasi Kebijakan, 
(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2001 ), him. I I. 

48Wirt, "The Stranger", dalam Philip G. Altbach, Robert F. Amove &Gail P Kelly (eds.), 
Comparative, hlm. 122. Terjemahan ini dikutip langsung dari Suyata, Pendidikan Multikultural, 
him. 12. 
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Kelompok minoritas (KM) adalah mereka yang tidak sekadar tergabung 

dalam kelompok yang lebih kecil dibandingkan kelompok dominan, tetapi 

mereka hanya memiliki akses terbatas untuk memainkan peran pada pusat 

ekonomi dan institusi politik dari suatu masyarakat. Kelompok dominan (KD) 

adalah mereka yang mungkin mayoritas, permanen, atau koalisi yang kuat antara 

kelompok-kelompok interes, sekelompok pejabat pemerintah, atau seorang elit 

yang aktif Peran utamanya adalah sebagai pengatur kehidupan dalam 

masyarakat. 49 

Menurut Wirt, peran sistem politik dalam hubungan kemajemukan dapat 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu ( l) faktor penerimaan Kelompok Keyakinan 

Minoritas (KKM) atas nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), dan (2) 

akses kelompok minoritas dalam struktur sosial utama Hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

Pertama, penerimaan KKM atas nilai KKD. Penerimaan ini dikategorikan 

dalam dua tipe. Pertama, "kategori tinggi". Maksudnya, negara mengharuskan 

KKM untuk menggunakan nilai keyakinan KKD. Kedua, "kategori rendah". 

Maksudnya, negara memberi peluang masing-masing kelompok (KKM maupun 

KKD) untuk mengamalkan nilai keyakinannya sendiri. 

Kedua, akses Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) terhadap struktur 

sosial utama Dari sisi akses ini, kebijaksanaan nasional dapat dibedakan menjadi 

49Usman Pelley menggunakan istilah yang hampir sama dengan Wirt, yaitu dominant 
group atau kelompok yang banyak menentukan "aturan permainan" dalam masyarakat. 
Kelompok pemegang power ini dapat ditentukan oleh faktor kekuatan material, ideologi dan hak 
historis. Usman Pelly, "Hubungan antar Kelompok Etnis Beberapa Kerangka Teoretis dalam 
Kasus Kota Medan", dalam Interaksi Antar Suku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk, (Jakarta: 
Depdikbud, 1989), hlm. 1-2. 
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dua bentuk. Pertama, perangkulan, yaitu menyingkirkan rintangan-rintangan bagi 

Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) untuk menga.kses kekuasaan dalam 

hubungan-hubungan sosial dan politik masyarakat Kedua, isolasi, yaitu 

kebijaksanaan yang merintangi Kelompok Keyakinan Minoritas (KM) untuk 

mengakses kekuasaan dalam hubungan-hubungan sosial dan politik masyarakat. 

Sifat dari kedua kebijaksanaan tersebut berlawanan. 

Kategori silang dari kedua dimensi tersebut, penerimaan dan a.kses, 

menghasilkan empat tipe kondisi kebijaksanaan nasional, yaitu: 

Pertama, pembauran (assimilation). Ma.ksudnya, Kebijaksanaan yang 

berciri, (1) mengharuskan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) menerima 

nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), dan (2) merangkul mereka untuk 

masuk ke dalam ranah kekuasaan 

Kedua, isolasi tersosialisasi (socialized isolation). Ma.ksudnya, 

kebijaksanaan yang berciri, (I) mengharuskan Kelompok Keyakinan Minoritas 

(KKM) menerima nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), tetapi (2) 

menutup akses mereka untuk masuk ke dalam ranah kekuasaan. 

Ketiga, pluralisme. Ma.ksudnya, kebijaksanaan yang berciri, (I) 

meminimalkan keharusan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) untuk 

menerima nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), dan (2) memberikan 

peluang partisipasi kepada mereka ke dalam ranah kekuasaaan 

Keempat, kolonialisme Maksudnya, kebija.ksanaan yang berciri, (1) 

memberikan batasan kepada Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) dari 
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keharusan menenma nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), dan (2) 

memberikan batasan pula kepada mereka untuk mengakses kekuasaan. 

Adapun Garcia mengemukakan tipologi kebijaksanaan terhadap 

kemajemukan di Amerika ke dalam beberapa kategori yang disebut six theories 

of communal living. Di sini, penulis hanya mengemukakan lima kategori sebagai 

berikut: 

Pertama, melting pot I (anglo-conformity). Disebut pula dengan peleburan 

seseorang pada nilai-nilai Anglo". Maksudnya, semua imigran diharuskan 

meninggalkan budaya etnis serta budaya nasional mereka sebelumnya Mereka 

diharuskan mengadopsi cara-cara hidup berbudaya kelompok Anglo di koloni­

koloni pesisir Atlantik Melting pot I diciptakan untuk orang-orang Eropa kulit 

putih. Orang-orang Amerika asli dan mereka yang berkulit hitam tidak 

dimasukkan ke dalam pot Anglo conformity. 

Kedua, melting pot II (penggabungan etnis atau biologis). Teori ini 

membayangkan suatu penggabungan biologis atau sintesis etnis dari semua 

bangsa kulit putih Amerika, tanpa mempedulikan afiliasi keagamaan atau asal­

usul kebangsaan. Dari cara penggabungan ini dirancang akan muncul sebuah 

budaya Amerika yang baru. Melting pot II tidak menyaratkan ditinggalkannya 

latar belakang kultur etnis sepenuhnya Seseorang masih dapat mempertahankan 

sebagian dari budayanya sendiri dan mengadopsi aspek-aspek budaya lain. 

Melting pot II ditentang oleh gagasan Amerikanisasi yang menyaratkan 

ditinggalkannya budaya seseorang dan mengadopsi budaya Anglo Saxon yang 
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lebih tua secara sempurna. Jadi gagasan Amerikanisasi identik dengan melting 

pot I yang menyamar. 

Ketiga, pluralisme budaya dan agama Teori ini menghimbau agar 

terbentuk pengintegrasian ekonomi dan politik dari etnik-etnik kulit putih ke 

dalam masyarakat Amerika Serikat. Di dalamnya dipertahankan pula bahasa­

bahasa, budaya-budaya, dan agama-agama mereka Berkson menyebutnya 

community theory. Ia menolak teori Amerikanisasi dan teori melting pot. 

Alasannya teori semacam Amerikanisasi itu akan menimbulkan kekaburan pada 

semua etnis. Adapun teori pluralisme kultural religius, muncul sebagai reaksi dari 

teori melting pot II yang dinilai tidak demokratis. Teori pluralisme kultural-agama 

berkembang menjadi --apa yang disebut Herberg--the triple melting pot. 

Keempat, separasi rasial atau lebih populer dengan sebutan segregasi 

rasial. Amerika hanya untuk Kulit Putih Konsep ini dianggap berasal dari 

kepercayaan kolonial dan nasionalis Amerika Menurut teori ini, minoritas­

minoritas rasial tidak dapat diasimilasikan ke dalam masyarakat Amerika 

Kepercayaan ini didasarkan atas pra-anggapan tentang inferioritas genetip 

minoritas rasial, dan juga pra-anggapan tentang prasangka dan diskriminasi 

berlebihan yang dilakukan oleh ras kulit putih terhadap minoritas-minoritas rasial. 

Beberapa Presiden Amerika Serikat memraktikkan teori sparasi rasial dalam 

tingkatan yang berbeda Thomas Jefferson, Andrew Jacson, Abraham Lincoln, 

dan Franklin D. Rosevelt mengimplementasikan kebijaksanaan dan program 
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untuk mengisolasi, relokasi, atau menyingkirkan ras kulit hitam, orang Amerika 

asli, dan orang Jepang Amerika 50 

Kelima, segregasi-desegregasi-integrasi. Konsep ini didasarkan atas suatu 

kenyataan, bahwa fasilitas publik, bisnis, dan sekolah-sekolah yang tersegregasi 

dinilai tidak adil dan merusak orang-orang kulit putih maupun minoritas­

minoritas rasial. Ia muncul dari gerakan hak sipil pada tahun 1950-1960. 

Sumbemya adalah berbagai keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, 

terutama keputusan dewan pendidikan Brown V. Topeka Diputuskan, bahwa 

sekolah yang tersegregasi atas dasar ras dinilai tidak adil. Sekolah yang 

tersegregasi cenderung k:urang dana dan staf Setelah segregasi dinyatakan ilegal, 

maka muncullah fase kedua, yaitu desegregasi yang dilajutkan fase puncak 

berupa integrasi ke dalam masyarakat Amerika Fase integrasi tidak akan tercapai, 

jika fase segregasi dan desegregasi tidak dilewati secara sukses, sebab ia lebih 

dari sekedar eliminasi dari segregasi dan diskriminasi legal. Ia adalah partisipasi 

penuh bagi ras dan etnik minoritas ke dalam realisme kehidupan Amerika 

Dari pemetaan teoretik di atas dapat disimpulkan ada beberapa pola 

kebijaksanaan negara terhadap kelompok-kelompok keyakinan. Pertama, pola 

dominasi, seperti dimaksud dalam konsep pembauran dan isolasi tersosialisasi. 

Kedua, pola penerlantaran (neglect), seperti dimaksud dalam konsep kolonialisme 

(colonialism) dan melting pot yang meminggirkan kelompok-kelompok minoritas. 

Ketiga, pluralisme yang berupaya mengakomodasi semua kelompok keyakinan. 

50 Garcia, Teaching,, hlm. 43. 
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Selain konsep pluralisme, ada konsep keempat, yaitu pluralisme positif 

seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo.51 Maksudnya, agar negara 

mendorong warganya (I) berkeyakinan bahwa selain agamanya sendiri ada agama 

orang lain yang harus dihormati (pluralisme), dan (2) tiap-tiap pemeluk agama 

tetap memegang teguh agamanya (positif). 

Penulis mengemukak:an konsep kelima yang disebut "pluralisme agama 

konfesional". Konsep ini hampir identik dengan konsep pemberdayaan 

(affirmative empowerment) yang ditawarkan oleh Mansour Faqih atau pluralisme 

emansipatoris-nya Noeng Muhadjir. 52 

Pluralisme agama konfesional mendorong negara ke dalam lima tindak:an, 

yaitu (1) mengakui tiap-tiap kelompok keyak:inan, (2) mendorong secara spesifik 

agar mereka mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketak:waan, (3) membina tiap-

tiap individu dalam kelompok keyak:inan agar saling menghormati yang didorong 

oleh kedalaman imannya, (4) membuka pintu ak:ses partisipasi kepada Kelompok 

Keyakinan Minoritas (KKM) dalam pengambilan keputusan-keputusan 

masyarak:at, dan (5) memberdayak:an Kelompok Keyak:inan Minoritas (KKM). 

1. 5 Metodologi Penelitian 

1. 5.1 Pendekatan dan Model Penulisan 

Penelitian ini berada dalam bidang kajian politik pendidikan agama. 

Artinya, ia berupaya mencari jawab atas pertanyaan tentang bagaimanak:ah 

pergumulan pendidikan agama dalam ranah politik suatu negara 

51Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 169. 
52Penulis menyerap konsep ini dalam proses pembimbingan dan revisi disertasi. 
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Politik dan pendidikan secara epistemologis mempunyai kedekatan dan 

dapat saling membantu, sebab keduanya termasuk dalam rumpun ilmu sosial. 

Politik bekerja dengan cara memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam 

kehidupan bersama atau masyarakat. 53 Pendidikan agama berupaya secara 

normatif untuk membantu proses perkembangan manusia secara individu maupun 

kelompok ke tingkat yang normatif lebih religius. 54 

Pada perspektif metodologis, Kuntowijoyo mengemukakan adanya model-

model penulisan sesuai pendekatan dan jenis ilmu yang dikaji. Menurut 

pendapatnya, pendekatan struktural dan fungsional dalam ilmu-ilmu sosial lebih 

tepat menggunakan model sinkronis. Model ini mengutamakan lukisan yang 

meluas dalam ruang dengan tidak memikirkan terlalu banyak mengenai dimensi 

waktu. Model sebaliknya adalah diakronis yang digunakan oleh ilmu sejarah. 

Model ini lebih mengutamakan memanjangnya lukisan yang berdimensi waktu 

dengan sedikit saja luasan ruangan. Struktur dan fungsi ditawarkan bersama-sama 

gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian yang kongkret. 55 Dari dua model 

tersebut, Kuntowijoyo menawarkan model ketiga yang merupakan perpaduan dari 

keduanya. Model ini dapat digunakan dalam kajian ilmu sosial yang menerapkan 

pendekatan sejarah. Hasil perpaduannya tetap diakui sebagai ilmu sosial, dan 

bukan sejarah. 56 

53
Cheppy Harricahyono, Ilmu Politik dan Perspektifnya, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1991),blm. 7. 

~oeng Muhadjir, llmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan, 
(Y ogyakarta: Rake Sarasin, 1993), hlm. 17. 

55
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 36. 

56Kuntowijoyo, Pengantar, him. 112. 
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Menyimak fokus penelitian yang berupaya mengetahui ranah politik 

pendidikan agama dan proses kristalisasinya, maka penulis menggunakan 

pendekatan sejarah sebagai alat bantu. Watak diakronis pendekatan sejarah 

difungsikan untuk memahami kebijaksanaan pendidikan agama yang sedang 

berlangsung, sehingga ia -- sebagaimana pendapat Kuntowijoyo-- menjadi 

pelengkap bagi penulisan ilmu sosial yang berwatak sinkronis". 57 

1.5.2 Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemaknaan Data 

Sesuai dengan pendekatan dan model penulisan yang telah penulis 

paparkan, maka berikut ini diuraikan tentang cara pengumpulan data, pengolahan, 

dan pemaknaannya 

1.5.2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Penulis berupaya untuk berada dalam posisi "sejarawan dari disiplin 

lain"
58 

Penulis telah berupaya mencari sumber-sumber primer, seperti naskah-

naskah, peraturan perundang-undangan, dan catatan lain yang dibuat zaman 

Portugis, VOC, Hindia Belanda, awal kemerdekaan, dan kontemporer. Rancangan 

itu diprediksi berhasil sangat minimal, sebab terhambat oleh keterbatasan 

kemampuan penulis. Alternatifyang dilakukan. untuk menutup syarat metodologis 

itu adalah memanfaatkan sumber-sumber sekunder dan tersier. 

57/bid., hlm. 38. 
58

Knntowijoyo mengategorikan sejarawan ke dalam tiga kelompok Sejarawan 
profesional, sejawawan dari disiplin lain, dan sejarawan dari masyarakat Ibid. hlm. 86-7. 
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Penulis memahami sepenuhnya kelemahan dari sumber-sumber sekunder 

dan tersier sebagai data penelitian. Mengantisipasi hal itu, maka penulis berupaya 

memilih sumber-sumber berupa disertasi atau setingkat disertasi. 

Beberapa tulisan yang dapat dijadikan sampel, misalnya, tulisan Degraff, 

G.W.J. Drewes, AH Johns, AC. Milner, S.Q. Fatimi, M.C. Ricklefs, Uka 

Tjandrasasmita, Marwati Djoened Poerponegoro. Buku-buku tersebut membahas 

sejarah politik di wilayah Nusantara abad XI dan XIII. 

Tulisan Mona Lohanda, Gavin W. John, M.AP. Meilink, Parakitri T. 

Simbolon, Van den End, G. Vriens S.J., dan beberapa buku yang diterbitkan oleh 

MAWI, selain mendeskripsikan tentang kebijaksanaan Portugis dan VOC, juga 

mengemukakan perkembangan agama-agama di Nusantara. Adapun karya-karya 

yang dijadikan sumber untuk membahas perkembangan politik agama dan 

pendidikan di era kolonial Belanda adalah karya Deliar Noer, Taufik Abdullah, 

Onghokham, Steenbrink, Aqib Suminto, Lance Castles, Wertheim, dan 

Burhanuddin Daja. 

1.5.2.2 Pemalmaan Data 

Sebagaimana dipahami bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori ilmu 

sosial yang dianalisis dengan metodologi sejarah. Hal ini mengarahkan penulis 

untuk mengkaji kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap agama dan pendidikan 

agama yang dibuat oleh generasi pemerintahan terdahulu, sehingga kebijaksanaan 

pendidikan agama di Indonesia saat ini dapat dipahami prosesnya. 

Mengingat lekatnya pendidikan agama dengan ilmu sosial, nilai etik 

kemanusian, dan pembuatan kebijaksanaan pendidikan agama yang sering 
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dilatarbelakangi kondisi dilematis, sehingga sifat keputusannya cenderung 

pragmatis, maka penulis menggunakan pendekatan "pragmatisme meta-etik". 

Noeng Muhadjir sebagai "disigner" pendekatan ini menyatakan, bahwa ia 

dimaksudkan untuk mencari makna etik dari suatu keputusan-keputusan dalam 

bidang sosial yang beragam. 59 Keputusan-keputusan politis pendidikan agama 

termasuk di dalamnya. 

Adapun perspektif etik yang dijadikan tolok ukur pemaknaan suatu 

kebijaksanaan pendidikan agama dalam penelitian ini adalah teori moral hak 

asasi. 60 Kaidah "etik terapannya" sebagaimana dinyatakan dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia yang secara esensial menegaskan adanya 

jaminan hak atas kebebasan pribadi. Termasuk di dalamnya adalah hak 

kemerdekaan memeluk agama Kaidah tersebut sekaligus merupakan parameter 

untuk menilai tingkat ketepatan dan kebenaran dalam perumusan kebijaksanaan 

pendidikan agama 

1.6. Sistematika 

Laporan peneltian ini dibagi menjadi lima bah yang sinambung secara 

dialektis. 

Bab pertama membicarakan tentang latar belakang masalah. Sub bah 

berikutnya adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Guna memenuhi standar akademis, maka pada bah berikutnya dijelaskan 

59H. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Y ogyakarta: Rake Sarasin, 
2000), hlm. 79. 

60 Ibid., hlm. 225. 
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metodologi sebagai acuan penelitian. Adapun ide akhir penelitian dapat diketahui 

dalam sistematika. 

Bab kedua membahas tentang unsur-unsur konfesionalitas dalam 

kebijaksanaan pendidikan agama di Indonesia Di dalamnya akan diketengahkan 

implikasi politik negara terhadap sistem pendidikan agama. Unsur-unsumya akan 

dikaji dari sisi pendekatan dalam pendidikan agama dan implikasinya pada 

pendidik. Upacara keagamaan di sekolah dan bantuan material serta finansial 

pemerintah pada pendidikan agama. 

Bab ketiga berisi uraian tentang perkembangan politik segregasi Indonesia 

sebagai penjelas munculnya kebijaksanaan pendidikan agama konfesional 

sebagaimana diuraikan dalam bah kedua. Di dalamnya akan diuraikan tentang 

pola segregasi pada masa pra kolonial dan masa kolonial. Segregasi masa kolonial 

meliputi segregasi pola Portugis, segregasi pola VOC, dan segregasi pola 

pemerintah kolonial Belanda. 

Bab keempat berisi uraian teoretik tentang format pluralisme agama 

konfesional dalam kebijaksanaan pendidikan agama Di dalamnya diuraikan 

tentang tipe-tipe kebijaksanaan kolonial, abstraksi segregasi fisik ke dalam 

pendidikan agama, dan pilar teoretik untuk penyusunan konsep kebijaksanaannya 

yang ideal. Uraian tentang abstraksi segregasi fisik dapat dijadikan sebagai 

jendela untuk melihat proses munculnya pendidikan agama konfesional di 

Indonesia. 
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Bab kelima berisi kesimpulan yang tidak sekadar memuat deskripsi dari 

uraian bab-bab sebelumnya, tetapi juga berisi rekomendasi untuk langkah ke 

depan Pada akhir laporan penelitian akan disampaikan kata penutup. 





5.1. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

5 .1.1 Kebijaksanaan negara ten.tang po la pendidikan agama yang relevan 

dengan falsafah Pancasila adalah konfesional. Negara memberikan 

legitimasi pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan subjek didik pada setiap agama. Pola sebaliknya adalah 

nonkonfesional, yaitu negara memberi legitimasi memperkenalkan 

berba6ai agama di sekolah untuk menyadari adanya berbagai 

kepercayaan yang diyakini oleh kelompok-kelompok dalam 

masyarakat. Unsur konfesional dalam kebijaksanaan pendidikan di 

Indonesia, tampak dalam beberapa aspek. Pertama, pendekatan 

pendidikan agama yang teologis, tetapi terkontrol dengan pendekatan 

lain yang bekerja kontekstual. Kedua, pendidik yang disyaratkan 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, praktik 

ibadah dan acara-acara keagamaan yang dilakukan di sekolah negeri. 

Keempat, pendanaan pendidikan yang dialokasikan bukan hanya untuk 

lembaga pendidikan negeri bersifat umum, tetapi juga keagamaan, dan 

swasta berciri khusus agama. 

5.1.2 Pola Pendidikan agama konfesional mempunyai sejarah panjang di 

Indonesia. Akarnya ditemukan secara jelas dan sistematis dalam 

kebijaksanaan segregasi kolonial. Disimak dari sisi subjeknya, maka 

kebijaksanaan segregatif dimaksud dapat dibedakan menjadi tiga pola, 

169 
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yaitu (1) kebijaksanaan segregatif pola Portugis, (2) kebijaksanaan 

segregatif pola voe, dan (3) kebijaksanaan segregatif pola pemerintah 

Hindia Belanda. Tiga penguasa kolonial tersebut mempunyai 

kesamaan aspek dalam kebijaksanaan segregasinya, yaitu fisik­

kewilayahan. Maksudnya, masyarakat dipisah-pisah tempat tinggalnya 

menw'et perbedaan warna kulit, agama, dan kultural. Berdasarkankan 

salah satu dari tiga aspek itu pula, pemerintah kolonial mengondisikan 

masyarakat ke dalam dua varian kelompok, yaitu Kelompok 

Keyakinan Dominan (KKD) dan Kelompok Keyakinan Minoritas 

(KKM). 

5.1.3 Agama sebagai salah satu aspek yang melekat dalam kehidupan 

masyarakat, menjadi pijakan penting bagi penguasa kolonial untuk 

melakukan kebijakasanaan segregas1 fisik dan diskriminasi 

antarkelompok keyakinan dalam masyarakat. Penguasa Portugis 

memisahkan masyarakat menjadi tiga kelompok besar berdasarkan 

agama, yaitu pemeluk Katolik, Islam, dan lainnya. Pemeluk Katolik 

berkulit putih bermarkas di dalam benteng. Kelompok masyarakat 

animisme sebagai sasaran penyebaran Katolik diupayakari hidup 

terpisah dengan kelompok masyarakat Islam yang berada di wilayah­

wilayah kerajaan tersendiri. Lingkup pemisahan masyarakat yang 

dilakuka~ Portugis masih terbatas di wilayah sekitar benteng. 

Kons\''ntrasi kekuasaannya berada di wilayah Maluku. 

5.1.4 Kebijaksanaan segregasi fisik yang dilakukan VOC meliputi wilayah 

yang lebih luas di banding segregasi Portugis. Cara yang digunakan 
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Juga lebih sistematik dan tajam dibanding Portugis. Pemisahan 

masyarakat, selain didasarkan atas agama, dilakukan pula menurut asal 

keturunan. Batavia merupakan pusat "percontohan" segregasi yang 

dikembangkannya. Berdasarkan agama, maka masyarakat dibagi 

tempat tinggalnya menjadi Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan 

lainnya. 

5.1.5 Puncak kebijaksanaan segregasi fisik dilakukan oleh pemerintah 

kolonial Hindia Belanda. Segregasi fisik meliputi wilayah yang lebih 

luas dibanding VOe. Jika Portugis menjadikan Katolik sebagai 

kelompok dominan dalam kebijaksanaan segregasi, dan voe 

menjadikan Kristen-Protestan untuk kepentingan yang hampir sama, 

pemerintah Hindia Belanda pada awalnya berkebijaksanaan netral 

terhadap agama. Misionaris Katolik yang pernah didukung penuh oleh 

Portugis untuk kepentingan kolonialisme negara dan Zending Protestan 

yang pemah didukung penuh oleh voe, didudukkan sama secara 

teoretis oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda 

dalam praktiknya melakukan diskriminasi antar pemeluk agama, tetapi 

unsur netral terhadap agama sekurang-kurangnya tercermin dalam 

upaya pembagian wilayah penyebaran agama-agama. Kebijaksanaan 

segregasi fisik ini tampak jelas sebelum tahun 1930, sehingga 

terbentuklah wilayah-wilayah dengan identitas agama-agama, seperti 

wilayah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Animisme. 

5.1.6 Kebijaksanaan segregasi fisik yang ditandai dengan pembagian 

wilayah penyebaran agama-agama, akhirnya runtuh setelah tahun 
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1930. Wilayah-wilayah yang semula dilarang untuk penyebaran suatu 

agama, akhimya dibiarkan atau diijinkan. Hal ini menunjukkan adanya 

perubahan paradigma kebijaksanaan terhadap agama yang dilakukan 

pemerintah kolonial. Netralitas yang semula dimaksudkan "tidak 

campurtangan" berubah menjadi "campur tangan" terhadap semua 

agama. Perubahan paradigma kebijaksanaan segregasi fisik menjadi 

desegregasi, dilakukan seiring dengan perubahan kebijaksanaan 

pendidikan agama. Ketika segregasi fisik diberlakukan, pendidikan 

agama dilarang di sekolah pemerintah. Sedangkan pada wakiu 

desegregasi fisik diberlakukan, pendidikan agama diijinkan di 

dalamnya. 

5.1.7 Fenomena pergantian paradigma ini lebih tepat disebut sebagai proses 

abstraksi, yaitu suatu peniadaan sekat antarpemeluk agama yang 

semula fisik (kewilayahan), menjadi sekat keyakinan yang bersifat 

batiniah. Zending Kristen maupun misi Katolik dibiarkan memasuki 

wilayah Islam. Begitu pula zending Kristen memasuki wilayah 

Katolik dan sebaliknya. Pemerintah kolonial membiarkan kelompok 

Kristen membaur dengan kelompok pemeluk Islam, tetapi ia juga 

mengeluarkan peraturan yang melarang pendidikan agama Kristen bagi 

siswa Islam. Larangan berlaku pula untuk kegiatan pendidikan agama 

Protc:stan kepada siswa Katolik atau sebaliknya. Pendidikan agama 

Islam maupun Kristen diijinkan di sekolah-sekolah yang dibiayai 

pemerintah, meskipun realitasnya masih timpang yang lebih 
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Kristen sebagai minoritas kuantitatif yang 

5.1.8 Dikaitkan dengan problem pergumulan antarumat manusia yang 

majemuk, maka tipe kebijaksanaan yang dilakukan oleh Portugis, 

VOe, dan kolonial Hindia Belanda tampak berbeda-beda. Portugis 

mempunyai sifat "kolonialisme negara", sehingga semangat yang 

melekat adalah "memortugiskan, dan sekaligus mengatolikkan". Di 

mata penguasa, pemeluk Katolik diposisikan sebagai Kelompok 

Keyakinan Dominan (KKD), sedangkan kelompok pemeluk agama 

yang lain diposisikan minoritas(KKM). Kolonialisme negara itu 

memolakan penerimaan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) atas 

nilai keyakinan Kelompok Keyakinan Dominan (KKD) dalam 

"tingkatan tinggi". Hal ini dibuktikan dengan upaya penguasa Portugis, 

agar kelompok keyakinan minoritas menggunakan keyakinannya 

secara langsung maupun tidak 1angsung. Pola "isolasi yang 

tersosialisasi" (socialized-isolation) juga tampak dalam kebijaksanaan 

Portugis. Indikasinya tampak dalam upaya Portugis agar nilai 

keyakinan Kelompok Dominan (KD) diterima secara tinggi oleh 

Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM), tetapi mereka hanya diijinkan 

secara rendah (baca: sulit) untuk berpartisipasi ke dalam pengambilan 

keputusan politik masyarakat. 

5.1.9 Strategi voe terhadap kehidupan sosial keagamaan pribumi hampir 

sama dengan tindakan yang dilakukan Portugis. Penguasa berupaya 

agar nilai keyakinan kelompoknya, yaitu Kristen Protestan, diterima 
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"secara tinggi" oleh pribumi yang telah memeluk Katolik maupun 

Islam. Masyarakat bukan hanya dipisah secara fisik, melainkan juga 

diciptakan penyekat antarmereka dalam hubungan politik, sosial, dan 

budaya. Peluang interaksi antarbidang kehidupan yang diciptakan 

terbatas dalam perdagangan dan ekonomi. Di sinilah tampak tipe 

"isolasi yang tersosialisasi" (socialized-isolation) dalam kebijaksanaan 

voe. 

5.1.10 Pemerintah kolonial Hindia Belanda memosisikan pemeluk Kristen 

sebagai kelompok dominan dalam percaturan politik dan sosial. 

Mereka secara kuantitatif adalah minoritas. Upaya menyamakan 

budaya dan agama pribumi dengan penguasa kolonial terbatas dalam 

target pencapaian dan wilayahnya. Ada wilayah yang ditargetkan 

menjadi Kristen, tetapi ada pula wilayah yang hanya ditargetkan 

menjadi "abangan" atau berbudaya asli. Begitu pula, ada wilayah yang 

penduduknya dibiarkan hidup sesuai agama dan budaya asli, sehingga 

tetap tertinggal. Kebijaksanaan pemerintah kolonial seperti itu, masih 

menyisakan ruang gerak bagi budaya dan agama kelompok Keyakinan 

Minoritas. Ia dapat dikategorikan dalam tipe kolonialisme atau 

penerlantaran, sebab ada Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) 

dibatasi dalam penerimaan nilai dan akses kekuasaan. 

5.1.11 Pemerintah kolonial sampai batas strategi demikian itu, --meskipun 

pada masa awal dimaksudkan untuk memelihara rust en orde guna 

melestarikan penjajajahan--, sebenarnya ia tidak secara langsung 

mewariskan konflik antar agama. Hanya saja, persatuan kolonial pada 
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umunmya mudah pecah, karena ia dipaksakan dari luar. Persatuan itu 

hanya. merupakan lapisan paling tipis yang terbentang di atas puncak 

masyarakat yang beraneka ragam dan terpilah-pilah. Akar-akar 

dangkalnya ada dalam perekonomian, tidak menjangkau ke lubuk hati 

dan pikiran penduduk, dan hampir seluruhnya bersifat politik. 

Perkembangan lanjut yang tebih positif terhadap kebijaksanaan 

pendidikan agama terjadi di masa pendudukan Jepang. Pemerintah 

jajahan mengijinkan pendidikan agama dengan pendekatan teologis di 

sekolah. Ia juga memberikan gaji kepada para gurunya. 

5.1.12 Amanat proklamasi kepada bangsa Indonesia adalah menjadikan 

persatuan bangsa yang plural agama dan rentan konflik itu semakin 

kokoh. Persatuan yang hanya berada pada batas kulit luar rust en orde 

diupayakan masuk ke jantung hati masyarakat Indonesia. Pendidikan 

agama dipahami sebagai sarana strategisnya. Rancang bangun 

kebijaksanaan pendidikan agama era sebelum merdeka tetap digunakan 

sebagai pijakan membuat kebijaksanaan yang lebih mendorong pada 

pengLmalan dan penghayatan agama masyarakat. Misi kebijaksanaan 

negara terhadap pendidikan agama bukan sekedar pengaturan 

administrasi dan kepentingan keamanan. 

5.1.13 Para founding fathers negara Indonesia sangat paham terhadap 

perjalanan sejarah bangsanya, meskipun proses untuk menuju ke arah 

yang lebih baik terjadi tarik-ulur. Akibatnya, fenomena pendidikan 

agama era kolonial yang mendorong secara sistematik pada Kelompok 

Keyakinan Minoritas (KKM) untuk menggunakan keyakinan 
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Kelompok Dominan (KD) masih terjadi di Indonesia. Perjalanan 

sejarah menuju kesempumaan pendidikan agama, berupa "pemenuhan 

hak siswa untuk memperoleh pendidikan agama dan guru agama sesuai 

dengan agama mereka terhambat-hambat. Pada fase paling akhir yang 

tingga) memproduk peraturan pelaksanaannya pun masih terhenti 

selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir ( 1989-sampai sekarang). 

5 .1.14 Agar eksistensi kemerdekaan Indonesia secara de fakto maupun de Jure 

tidak tercemari oleh pola-pola kebijaksanaan yang mendominasi atau 

menerlantarkan Kelompok Keyakinan Minoritas, maka hambatan 

tersebut perlu segera diselesaikan. Rumusan teoretik yang penulis 

tawarkan -- guna merubah wacana pendidikan agama yang tepat untuk 

masa depan, dan sekaligus mendorong terwujudnya progresivitas 

sejarah yang telah lama berjalan - adalah "pluralisme agama 

konfesional". 

5.1.15 "Pluralisme agama konfesional" sebagai kebijaksanaan negara 

mempunyai lima prinsip dasar, yaitu (1 ). mengakui tiap-tiap kelompok 

keyakinan warganya, (2) mendorong secara spesifik agar mereka 

mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan, (3) membina individu 

dalam tiap-tiap kelompok keyakinan agar saling menghormati yang 

didorong oleh kedalaman imanan-takwanya, ( 4) membuka pin tu akses 

partisipasi, bagi Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) dalam ranah 

kekuasaan, dan (5) memberdayakan kelompok keyakinan yang 

tertindas. Pola sebaliknya adalah "pluralisme agama nonkonfesional". 

Maksudnya, negara mengakui semua kelompok keyakinan dan hanya 
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mendorong warganya mengenal berbagai agama secara objektif 

Implementasi kebijaksanaan "plura1isme agama konfesional" dapat 

sempurna, apabila negara rnemolakan penerirnaan Kelompok 

Keya~inan Minoritas atas nilai kelompok dominan dalam tingkatan 

yang ~cndah. Negara bukan hanya memberi peluang kepada tiap-tiap 

kelompok untuk mengamalkan keyakinannya, melainkan 

memberdayakan kelompok keyakinan yang tertindas. 

5.1.16 Jika negara atau lembaga pendidikan mengharuskan Kelompok 

Keyakinan Minoritas (KKM) menggunakan keyakinan Kelompok 

Dominan (KD), maka kebijaksanaan itu tidak relevan dengan prinsip 

"pluralisme agama konfesional". Alasannya, pertama, pola penerimaan 

Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) atas keyakinan Kelompok 

Keyakinan Dominan (KKD) bukan lagi berada pada tingkatan rendah, 

melainkan tinggi. Kedua, tingginya tingkat penerimaan itu 

menjadikan kebijaksanaan negara terhadap pendidikan agama berpola 

dominasi. Ketiga, pola dominasi bertentangan dengan derap zaman 

yang rnengidealkan etik global. Kebijaksanaan pendidikan agama 

berpola "pluralisme agama konfesional", memrioritaskan pendekatan 

teologis, Pelaksanaan pendidikan agama yang ditujukan untuk 

membentuk personal commitment subjek didik terhadap ajaran agama 

yang <Jipeluknya. 

5.1.17 Agar truth claim sebagai ruh pendekatan teologis berlangsung sehat, 

sehingga tidak mudah mengarah pada dogmatisme dan fanatisme 

sempit, maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang punya daya 
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pencerah keberagamaan subjek didik. Pendekatan dimaksud adalah 

scientific cum doctrinair, teologi kritis, maupun falsafah kalam. Tiga 

pendekatan terakhir itu mempunyai daya pencerah dan kontrol 

terhadap truth claim keberagamaan,sebab mekanisme kerjanya. sarat 

dengan analisis kontekstual terhadap ajaran agama. 

5.1.18 Implemantasi kebijaksanaan pendidikan agama konfesional relevan 

dengan teori pendidikan dan pluralisme agama konfesional, apabila 

guru ·igama seagama dengan kurikulum dan siswanya. Proses 

pendidikan agama semacam itu menghindarkan suatu lembaga 

pendidikan dari tindakan mendominasi atau menerlantarkan 

keberagamaan siswa, sebab di dalamnya tidak ada pihak yang 

mengharuskan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) menggunakan 

keyakinan Kelompok Keyakinan Dominan (KKD). 

5.2 Saran 

Sebagaimana diketahui, bahwa kebijaksanaan pendidikan agama di 

negara yang plural, seperti Indonesia, melibatkan multivariabel yang renik, 

sehingga sangat sulit untuk mengetengahkan keseluruhannya. Laporan hasil 

penelitian ini pun hanya mampu menyajikan sebagian variabel, yaitu politik, 

pendidikan, dan pendidikan agama dalam perspektifhistoris. 

Kajian fundasional historik politik yang digunakan dalam penelitian ini 

disadari hanya dapat menyentuh sisi fi]osofis, sosio1ogis, dan antropologis, 

sedangkan sisi lain yang terjadi dalam masyarakat agak lepas dari perhatian. 

Model histrn .h yang periUlis gunakan juga cenderung hanya melihat peristiwa-
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peristlwa spesifik, sehingga masih banyak peristiwa yang lepas dari perhatian. 

Sebagian be~ar sumber-sumber sejarah yang penulis gunakan adalah sekunder 

dan tersier. Sumber primer hanya tampak beberapa saja. Hal ini pun penulis 

sadari sebagai peluang terbukanya kritik terhadap rumusan teoretik yang 

dihasilkan. Sebagai pemeluk blam ortodok, penulis juga sudah berupaya 

sungguh-sungguh untuk melihat peristiwa sejarah secara · objektif, tetapi 

tarikan truth claim masih juga tampak dalam proses pemikiran. 

Disimak dari sisi berbagai keterbatasan tersebut, maka siapa pun absah 

untuk mengemukakan kritik terhadap tulisan ini. Tesis, antitesis dan sintesis 

penulis pahami sebagai peristiwa wajar dalam perjalanan sejarah keilmuan, 

sebab progresivitas sejarah hanya akan cepat melejit dengan dorongan proses 

dialektika tersebut. 

Di balik kesadaran terhadap sejumlah kekurangan, sebenamya penulis 

sedang bersyukur, karena telah dapat memberikan kontribusi pada pendidikan 

agama di Indonesia yang sampai sekarang masih "miskin" wacana. Pada batas 

yang paling minimal, tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan yang 

barangkali pantas untuk dipertimbangkan atau dicari kebenarannya yang 

lebih signifikan oleh para pemerhati pendidikan agama dan para 

penyelenggara negara di Indonesia. 

Jika perspektif keiJmuan, -misalnya-- menyatakan konstruk teoretik 

yang termuat dalam tulisan ini absah, penulis hanya berharap agar dapat 

didiseminasikan kepada para pemerhati pendidikan, dan selanjutnya kepada 

masyarakat pemilik sah Republik yang berdasarkan Pancasila ini. Jika 

masyarakat menyatakan sepakat dengan rumusan teoretik itu, dan karenanya 
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mereka menganggap dapat hidup beragama, berbangsa, dan berbegara secara 

mantap dan sejuk, dalam konsep negara pluralis yang menjunjung demokrasi, 

tidak ada alasan bagi para penyelenggara negara untuk membuat keputusan 

yang berbedu apalagi bertentangan dengan kehendak rakyat.Agar hal-hal yang 

berkaitan dengan problem pluralitas agama dapat berangsur terselesaikan, 

maka tepat kiranya jika penelitian-penehtian tentang implikasi historis-politis 

Indonesia terhadap problematika pluralitas agama kontemporer dikaji lebih 

dalam. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi terhadap ide-ide 

cerdas semacam itu. Wassalam. 
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